PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Ketetapan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Mengabulkan
Penarikan Kembali Oleh Pemohon Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVIII/2020
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

25 November 2020

. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, pukul 14.25 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya
disebut UU 3/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor
80/PUU-XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 80/PUU-
XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 3/2020 diajukan oleh Benidiktus Papa,
Karlianus Poasa, S.H., Felix Martuah Purba, S.H., Oktavianus Alfianus Aha, S.T.,
Alboin Cristoveri Samosir, S.H., dan Servarius Sarti Jemorang, S.Pd., untuk
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

. PASAL/AYAT UU 3/2020 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian pengujian
materiil terhadap Pasal 35 ayat (1) dan frasa “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1)
hurufa dan huruf b UU 3/2020 yang berketentuan sebagai berikut:
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setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin
mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah
berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya
peningkatan penerimaan negara.

b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin
untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya
perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya

peningkatan penerimaan negara.

D. BATU UJI
Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020

dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat
(1), Paasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai
telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para
Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM
Bahwa terhadap pengujian Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan
huruf b UU 3/2020 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22
September 2020, yang diajukan oleh Benidiktus Papa, Karlianus Poasa S.H.,
Felix Martuah Purba, S.H., Oktavianus Alfianus Aha, S.T., Alboin Cristoveri

Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020
Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat.
Pasal 1694 ayat (1) huruf a dan hurufb UU 3/2020
(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan
perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian
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Samosir, S.H., dan Servasius Sarti Jemorang, S.Pd. yang beralamat di Jalan Dr.
Sam Ratulangi Nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat, yang diterima Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 September 2020 dan dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 28 September 2020 dengan
Nomor 80/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Permohonan Nomor

80/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 194 /TAP.MK/2020 tentang
Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 80/PUU-
XVIII/2020, bertanggal 28 September 2020;

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
195/TAP.MK/2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk
memeriksa perkara Nomor 80/PUU-XVIII/2020, bertanggal 28 September
2020;

Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah melakukan
Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang
Panel pada tanggal 6 Oktober 2020 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel
Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki
permohonannya;

. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk

memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 21 Oktober 2020. Dalam
persidangan dimaksud, para Pemohon menyatakan menarik permohonannya
yang kemudian dilengkapi dengan surat bertanggal 9 November 2020, perihal
Pencabutan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut,

Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali
Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi
dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan
kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;
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Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas,
Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 November 2020 telah
menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor
80/PUU-XVIII/2020 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon
tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan
Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon;

Menyatakan permohonan Nomor 80/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan
Pengujian Pasal 35 ayat (1) serta Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b
sepanjang kata “dijamin” Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 147, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6525) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a
quo;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penarikan kembali permohonan Nomor 80/PUU-XVIII/2020 dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada Para Pemohon;

PENUTUP

Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan
kembali permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon tidak dapat
mengajukan kembali permohonannya.
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